BAB1
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG MASALAH

Kejahatan Terorisme telah menjadi perhatian penting bagi masyarakat di
seluruh dunia. Isu mengenai terorisme ini menjadi penting tidak lama setelah
berakhirnya Perang Dunia [ (World War 1), yakni Liga Bangsa-Bangsa (The League
of Nations) yang pertama kali melakukan penyusunan rancangan Konvensi tentang
Terorisme (Terrorism Convention) yang kemudian telah ditandangani oleh 24
Negara di dunia pada tahun 1937, Negara-negara di Eropa mulai mendorong negara-
negara lain untuk meratifikasi konvensi tentang terorisme tersebut. Pada tahun 1963,
Persatuan Bangsa-Bangsa (United Nation) merasakan bahwa pergerakan terorisme
semakin merajalela, hal ini ditengarai munculnya berbagai perjuangan kemerdekaan
Negara baru yang berujung pada konflik bersenjata yang kemudian menjurus kepada
kejahatan terhadap hak-hak asasi manusia. Kejahatan tersebut dilakukan tanpa
memperhatikan banyaknya korban dari masyarakat sipil, seperti penculikan,
pemerkosaan, serangan bersenjata di tempat umum, serangan gerilya, peledakan
bom, pengusiran paksa hingga pembajakan pesawat terbang!'.

Fenomena terorisme kemudian dipandang sebagai fenomena yang terjadi
secara global yang mengakibatkan terancamnya tatanan negara-negara di
dunia.Kejahatan terorisme tidak hanya mengancam perdamaian dunia, khususnya
keamanan, melainkan juga mengancam sistem ekonomi, sosial, dan sistem
pemerintahan sebuah Negara .Bahkan sebuah Negara yang tidak dapat
menyelesaikan masalah terorisme ini dapat dikatakan sebagai “Negara gagal”, istilah
ini disematkan karena kegagalan sebuah pemerintah di suatu Negara yang tidak
dapat menjalankan kekuasaannya dan memanfaatkan otoritasnya yang dimilikinya
secara optimal. Oleh karena itu, kampanye anti terorisme di dunia yang dipimpin
oleh Amerika Serikat membuat sebuah pernyataan “Either you are with us, or
against us” (Anda bersama kami, atau Anda menentang kami).” Pernyataan ini
merupakan tindakan tegas Amerika Serikat kepada negara-negara di dunia untuk
bersama-sama dalam mengupayakan pencegahan kejahatan terorisme di seluruh
dunia.

'Jajang Jahroni dan Jamhari Makruf, Memahami Terorisme: Sejarah, Konsep, dan Model,
Bogor: PT. Balebat Dedikasi Prima, 2016, h. XIV.
2Ibid, h. XV.



Dari sisi psikologis, kemunculan tindak pidana terorisme ini didasarkan atas
lima ide yang dinilai ikut andil dalam memberikan motivasi untuk para pelaku
terorisme, hal ini merajuk pada artikel yang bertajuk “Dangerous Ideas”’dua ahli
psikologi, Roy J. Eidelson dan Judy I. Eidelson®, yang mengemukakan pendapat
bahwa lima ide, gagasan, atau kepercayaan tersebut menyebabkan individu
mendapatkan perasaan gelisah, tidak percaya diri, serta perasaan tidak senang,
apabila pada tingkat kelompok dapat memicu terjadinya kekerasan antarkelompok.
Kelima ide tersebut adalah superioritas, ketidakadilan (injustice), kerentanan
(vulnerability), ketidakpercayaan (distrust), dan ketidakberdayaan (helpessness).
Kelima ide berbahaya tersebut bukanlah hal baru bagi para pelaku terorisme,
terutama di Indonesia, untuk mencari para pengikut-pengikutnya yang baru
sehingga menjadikan kejahatan terorisme di Indonesia semakin meluas.Hal ini
dinilai sangat berbahaya apabila masyarakat Indonesia terpengaruh yang dimana
para teroris ini tidak hanya memberikan ide atau gagasan tersebut melainkan juga
memberikan edukasi terkait keagamaan, terutama agama Islam, yang mengarah ke
radikalisme.Banyak masyarakat berasumsi bahwa agama Islam sebagai agama
teroris yang sebenarnya asumsi tersebut salah besar.Secara psikologis, bukan
agamanya lah yang salah, namun penggunaan agama tersebut yang salah, sebab
agama Islam bagi para teroris bukan saja sebagai sebuah agama saja, melainkan
sebagai bahan untuk politisasi. Hal ini agar para calon teroris baru dapat dengan
mudah terpengaruh dengan cara mencuci otak (brainwash) dan mengisi pikiran
mereka yang mengarah pada radikalisme, seperti mengkafirkan Pemerintahan dan
lain sebagainya.

Aksi Terorisme tidak selalu dapat diindetifikasikan sebagai gerakan
pembebasan nasional dan ideologi politik, karena yang dinilai adalah aksi-aksi
kekerasan yang para pelaku lakukan dengan menyerang sasaran sipil dan di pihak
lain yang tidak selalu terkait dengan simbol-simbol negara dan kekuasaan seperti
elit politik, militer, dan sebagainya. Aksi-aksi kekerasan yang dilakukan, baik yang
dilakukan secara individu maupun yang dilakukan secara kelompok terhadap pihak
sipil dipakai dalam mencapai tujuan tertentu sebagai bentuk resistensi terhadap
sistem yang ada.Sebagai konsekuensinya, baik kelompok seperti negara, organisasi
politik, ataupun organisasi yang berbasis ideologi dan nilai-nilai primordial, bahkan
individu dapat saja dikategorikan telah melakukan suatu aksi terorisme.Walaupun
aksi-aksi terorisme dapat dilakukan secara individu, namun biasanya kaum teroris
tidak berdiri sendiri melainkan mempunyai suatu jaringan kerja (network) dan
satuan kerja organisasi.

3 Sarlito Wirawan Sartono, Terorisme di Indonesia dalam Tinjauan Psikologi, Jakarta:
Pustaka Alvabet, 2012, h. 3.



Di Indonesia sendiri, kasus-kasus mengenai kejahatan tindak pidana
terorisme menjadi kejahatan yang sering terjadi di tengah-tengah masyarakat.
Kejahatan tindak pidana terorisme di Indonesia biasanya didominasi oleh serangan
bom bunuh diri, beberapa aksi teror yang terjadi di Indonesia mengatasnamakan
satu agama dengan alasan jihad atau berjuang dengan sungguh-sungguh yang
nantinya akan berakhir mati syahid. Pemahaman para teroris tersebut sebenarnya
tidak pernah diajarkan dalam agama khususnya agama islam, hal ini telah dijelaskan
pada Kitab suci Al-Qur’an yang menyatakan membunuh satu nyawa sama
maknanya dengan membunuh banyak nyawa. Sehingga pemahaman tersebut telah
menyesatkan makna jihad yang sesungguhnya.

Kasus Bom Bali I dan II merupakan contoh aksi terorisme terburuk dalam
sejarah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada tanggal 22 Oktober 2002
merupakan hari terjadinya peristiwa terburuk dalam sejarah hukum di Indonesia, hal
ini dikarenakan telah terjadi aksi terorisme yang meledakkan dua tempat di Pulau
Bali. Dua ledakan pertama terjadi di Paddy’s Pub dan Sari Club di Jalan Legian,
Kuta, Bali dan kemudian ledakan kedua terjadi di dekat Kantor Konsulat Amerika
Serikat*.Pada peristiwa tersebut telah memakan korban sebanyak 202 korban jiwa
serta 209 orang luka-luka atau cedera, dan juga kebanyakan dari korban merupakan
para wisatawan asing yang sedang berkunjung ke lokasi yang merupakan sebuah
tempat wisata. Tidak sampai disana,pada tanggal 1 Oktober 2005, peristiwa yang
sama terjadi kembali yaitu aksi terorisme yang terjadi di Bali. Pada peristiwa ini
setidaknya memakan korban jiwa 23 orang serta 196 orang luka-luka.Dari kedua
contoh kasus aksi terorisme diatas merupakan gambaran bahwa masih banyak
masyarakat Indonesia yang menyesatkan makna jihad tersebut untuk melakukan
tindak kejahatan kemanusiaan.

Namun saat ini, aksi terorisme mempunyai modus operandi yang baru bagi
bangsa Indonesia yakni dengan mengajak keluarganya untuk ikut berjihad bersama
di jalan Tuhan.Pelaku tindak pidana terorisme yang merupakan seorang orangtua
mengajak anak-anaknya sendiri untuk melakukan jikad di jalan Allah sebagai kedok
mereka.Dalam kasus yang menjadi sorotan tajam adalah keterlibatan anak yang
masih dibawah umur dalam tindak pidana terorisme. Pada umumnya, pelaku teroris
merupakan individu atau kelompok yang memiliki ideologi atau pandangan yang
sama dengan tujuan untuk kepentingan politik. Namun, dalam perkembangan
zaman saat ini pelaku teroris juga melibatkan keluarga dalam melakukan aksi
terornya.Bahkan seorang anak juga ikut dilibatkan oleh orangtuanya sendiri untuk
bersama-sama dalam melakukan tindak pidana terorisme.

4 Rosiana Haryanti, Hari Ini dalam Sejarah: Tragedi Bom Bali I Renggut 202 Nyawa,
diakses dari  https://www.kompas.com/tren/read/2019/10/12/063000665/hari-ini-dalam-
sejarah--tragedi-bom-bali-i-renggut-202-nyawa?page=all, pada tanggal31 Oktober 2019,
pukul 09.48.
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Maraknya kejahatan tindak pidana terorisme telah menjadi ancaman serius
bagi pemerintah Indonesia. Hal ini dikarenakan kejahatan tersebut tidak memiliki
kesesuaian dengan tujuan Negara Indonesia yang termaktub dalam Pembukaan
UUD NRI 1945 serta Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 yang telah dirumuskan oleh
Negara Indonesia. Oleh karena itu, kejahatan tindak pidana terorisme merupakan
kejahatan luar biasa (extra ordinary crime).Menurut Muladi, di dalam jurnal
Kriminologi Indonesia FISIP UI, 2002, bahwa Tindak Pidana Terorisme harus
ditangani dengan cara luar biasa, karena:

1. Aksi terorisme berbahaya dan mengancam HAM untuk hidup bebas rasa takut.
2. Kemungkinan digunakannya senjata pemusnah teknologi modern.

3. Terjadi sinergi organisasi terorisme nasional dengan internasional.

4. Target bersifat random cenderung mengorbankan masyarakat umum?.

Menyadari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia tidak
mengatur secara khusus mengenai kejahatan tindak pidana terorisme, pemerintah
Indonesia kemudian merumuskan peraturan perundang-undang yang khusus dalam
pemberantasan tindak pidana terorisme, mulai dari Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 (Perppu No. 1 Tahun 2002) kemudian
diubah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 (UU No. 15 Tahun 2003)
sebagaimana diubah dan ditambah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 (UU No.
5 Tahun 2018).

Meskipun telah mengalami perubahan-perubahan dalam peraturan tindak
pidana terorisme, namun Undang-Undang tersebut diatas masih memiliki konflik
dalam melakukan penanganan terhadap pemberian perlindungan hukum kepada
anak yang dilibatkan sendiri oleh orangtuanya. Dalam Pasal 1 angka 11 UU No. 5
Tahun 2018 sejalan dengan ilmu viktimologi menjelaskan mengenai ciri-ciri dari
korban tindak pidana terorisme adalah mengalami penderitaan baik secara fisik,
mental, dan/atau ekonomi dari suatu tindak pidana terorisme. Hal ini juga diperkuat
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 (UU No. 23 Tahun 2002) sebagaimana
diubah dan ditambah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (UU No. 35 Tahun
2014) Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,
Pasal 59 ayat (1) dan (3) huruf k jo. Pasal 69B. Jika melihat dari ketentuan Pasal
tersebut, maka seorang anak yang terlibat Tindak Pidana Terorisme yang diajak
oleh orangtuanya dapat dikategorikan sebagai korban Tindak Pidana Terorisme.
Akan tetapi kemudian dalam Pasal 35A ayat (3) UU No. 5 Tahun 2018 bahwa
penyidik memiliki kewenangan dalam memberikan kedudukan korban berdasarkan
Tempat Kejadian Perkara (TKP) di lapangan. Hal yang perhatian adalah jika
seorang penyidik melihat berdasarkan TKP maka dapat dipastikan anak tersebut

5> Ahmad Mahyani, Perlindungan Hukum Anak Sebagai Pelaku Terorisme, Jurnal
Hukum Magnum Opus, Vol. II, Nomor 2, Februari 2019, h. 47.



termasuk ke dalam golongan pelaku tindak pidana terorisme sebab anak tersebut
telah terlibat dalam pengeboman meskipun orangtua mereka yang mengajak anak
tersebut.
1.2. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang diatas yang telah penulis paparkan diatas
sebelumnya, maka terdapat beberapa permasalahan yang akan dikaji sebagai berikut:
Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang dilibatkan orangtuanya dalam
Tindak Pidana Terorisme?
1.3. Tujuan Penelitian
Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak yang dilibatkan
orangtuanya dalam Tindak Pidana Terorisme.
1.4.Manfaat Penelitian
a) Manfaat teoritis
Dari segi teoritis, hasil penelitian ini diharapakan dapat memberikan
manfaat untuk menambah wawasan ilmu hukum terutama hukum
perlindungan anak yang terkait dengan kedudukan hukum anak yang
dilibatkan oleh orangtuanya dalam Tindak Pidana Terorisme.
b) Manfaat praktis
Dari segi praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat
bagi praktisi maupun masyarakat agar dapat mengetahui kedudukan hukum
serta perlindungan hukum terhadap anak yang dilibatkan oleh orangtuanya
dalam Tindak Pidana Terorisme.
1.5.Metode Penelitian
1.5.1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah
penelitian hukum normatif.Penelitian hukum normatif atau penelitian
kepustakaan merupakan penelitian yang dilakukan dengan menelaah prinsip-
prinsip hukum dan doktrin-doktrin hukum, untuk memahami hubungan-
hubungan antara ilmu hukum atau gegevens van het recht.llmu hukum
mempunyai karakter yang khas, yang sifatnya normatif, praktis, dan
preskriptif.’Penelitian normatif menitikberatkan pada dogmatik hukum yang
bersifat teoritis-rasional, sehingga pengungkapannya terikat pada metode yang
didasarkan pada persyaratan logika deduktif,® dengan menggunakan bahan
hukum primer dan sekunder, beserta bahan hukum tersier sebagai bahan
pendukung.
1.5.2. Metode Pendekatan

¢ Soerjono Soeckamto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Depok:
RajaGrafindo, 2015, h. 14.

7 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana, 2017, h. 32.

$8Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji, op. cit, h. 4.



Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan:

Pendekatan perundang-undangan (statute approach)

Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mencari dan
mengetahui ratio legis dan dasar ontologis suatu undang-undang,
maka dapat memahami kandungan filosofis yang ada di dalam
undang-undang.’

Pendekatan konseptual (conceptual approach)

Pendekatan konseptual digunakan agar dapat menelaah konsep
pemikiran yang berkembang di dalam doktrin-doktrin ilmu hukum.
Menurut Peter Mahmud Marzuki, dengan mempelajari pandangan-
pandangan dan doktrin-doktrin ilmu hukum peneliti akan
menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum,
konsep-konsep hukum, asas-asas hukum yang relevan dengan isu
yang diteliti.'’Dengan mempelajari mengenai konsep hukum, maka
akan lebih mudah membangun argumentasi hukum dan menarik
kesimpulan yang tidak keliru dalam penelitian normatif.

1.5.3. Sumber dan Jenis Bahan Hukum
Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain:

a.

Bahan primer, yang digunakan terdiri dari peraturan perundang-
undangan, catatan resmi, risalah dalam pembuatan peraturan
perundang-undangan dan putusan hakim.!! Dalam penulisan ini
penulis menggunakan bahan hukum primer, antara lain:

1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia
Tahun 1945;

2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana;

3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang
Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah
menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
Tentang Perlindungan Anak;

5) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003
Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang

Peter Mahmud Marzuki, op. cit, h. 134.

/bid, h. 136.
/bid, h. 166.



sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Terorisme Menjadi Undang-Undang;

6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006
Tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah
diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 31
Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan

Korban;

7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012
Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

8) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun
2008 Tentang Peberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan
kepada Saksi dan Korban.

b. Bahan Hukum Sekunder, merupakan bahan hukum yang berasal
dari kepustakaan berupa buku-buku hukum, skripsi, tesis, disertasi,
dan jurnal-jurnal hukum. Karena, bahan hukum sekunder
memberikan petunjuk bagi penulis untuk mengetahui kemana arah
tujuan penulisan dalam membangun argumentasi hukum. Dalam
hal ini penulis menggunakan bahan hukum sekunder, antara lain:

1. Buku-buku;
2. Penelitian ilmu hukum;
3. Artikel ilmiah.

c. Bahan Hukum Tersier, merupakan bahan hukum yang mendukung
bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dapat
berupa kamus, kamus hukum, dan ensiklopedia, antara lain:

1. Kamus hukum,;
2. Kamus Besar Bahasa Indonesia;
3. Kamus lain.

1.6. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum
Dalam penelitian hukum normatif (normative legal reseach), teknik
pengumpulan bahan hukum sebagai berikut:

Bahan hukum primer berupa perundang-undangan dikumpulkan dengan
metode inventarisasi dan kategorisasi.

Bahan hukum sekunder dikumpulkan dengan system kartu catatan (Card
system), baik dengan kartu ikhtisiar (Memuat ringkasan tertulis sesuai
aslinya, secara garis besar dan pokok gagasan yang memuat pendapat asli



penulis), kartu kutipan (digunakan untuk memuat catatan pokok
permassalahan), maupun serta kartu ulasan (berisi analisis dan catatans
khusus penulis).
1.7. Teknik Analisis Bahan Hukum
Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian hukum sangat berpengaruh
pada jenis penelitian yang digunakan.Dalam penelitian hukum normatif, teknik
analisis yang yang digunakan adalah bersifat prespektif melalui metode
harmonisasi.
1.8. Pertanggungjawaban Sistematika
Pertanggungjawaban Sistematika memberikan gambaran yang lebih jelas
mengenai hal yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini, yaitu menguraikan isi
penulisan dalam 4 (empat) bab, dimana setiap bab terdiri dari sub-sub guna
memberi penjelasan dengan sistematika sebagai berikut:
BAB I Pendahuluan
Bab ini merupakan bagian pendahuluan yang berisi uraian, petunjuk, dan
memberikan informasi yang bersifat umum.Secara sistematis terdiri dari
latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat
penelitian, metode penelitian, dan pertanggungjawaban sistematika.
BAB II Tinjauan Pustaka
Bab ini menjelaskan mengenai kerangka-kerangka teoritis dan tinjauan
umum terkait Tindak Pidana, Terorisme, Korban, Pelaku, dan
Perlindungan Hukum.
BAB III Pembahasan
Bab ini menguraikan dan menjelaskan tentang hasil penelitian pada
permasalahan, dimana pada bab ini menguraikan dan menjelasakan
tentang perlindungan hukum terhadap anak yang dilibatkan orangtuanya
dalam tindak pidana terorisme.
BAB IV Penutup
Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang
dilakukan dalam kaitannya dengan permasalahan perlindungan hukum
terhadap anak yang dilibatkan orangtuanya dalam tindak pidana terorisme
yang telah dijelaskan dan diidentifikasikan di Bab sebelumnya.



